BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Kesejahteraan rakyat adalah keadaan aman, selamat dan makmur, baik
dalam kondisi jasmani maupun rohani yang dirasakan oleh segenap penduduk
dalam suatu negara. Kesejahteraan rakyat mengandung makna kesejahteraan
lahir dan kebahagiaan batin seluruh rakyat yang berisikan unsur kualitas
heragama, tingkat pendidikan, kesehatan jasmani dan rohani serta pelayanan
sosial.

Upaya-upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat menjadi
tanggung jawab pemerintah dan rakyat. Pemerintah dalam hal ini mempunyai
kewajiban untuk 1) memimpin dengan berlaku adil, 2) memberikan kebijakan
pemerintah yang desentralistis, 3) fokus pada pengembangan keterampilan
kerja, 4) mengatur sistem ekonomi secara tepat, 5) menempatkan masyarakat
sebagai subyek bukan obyek, dan 6) mengelola kemiskinan yang berbeda-
beda antara kota dengan pedesaan .Rakyat untuk mendapatkan kemajuan
materi atau kekayaan, mempunyai kewajiban untuk melakukan segala
pekerjaan dengan penuh usaha (utthana sampada), menjaga kekayaan yang
telah didapat (@rakkha sampada), bergaul dengan para sahabat yang bisa
hidup bersama baik dalam keadaan susah dan senang (kalyanamitta), dan

hidup seimbang (samajivikata).
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Kesejahteraan rakyat secara materi menurut pandangan agama Buddha
dapat mendatangkan berbagai macam kebahagiaan, baik secara fisik maupun
batin. Kebahagiaan-kebahagiaan tersebut adalah: 1) atthi-sukha yaitu untuk
menikmati jaminan kekayaan yang diperoleh secara adil dengan maksud
sepantasnya; 2) bhoga-sukha yaitu menggunakan kekayaan dengan murah hati
untuk diri sendiri, keluarga, sahabat-sahabat dan sanak saudara, dan untuk
perbuatan-perbuatan yang terpuji; 3) anana-sukha yaitu terbebas dari utang-
utang; kebahagiaan; dan 4) anavajja-sukha yaitu menjalani kehidupan
sempurna, suci dan kehidupan tanpa cela, tidak melakukan kejahatan melalui
pikiran, ucapan atau perbuatan. Upaya-upaya untuk mendapatkan kebahagiaan
secara batin, harus memenuhi empat syarat yaitu: 1) keyakinan (saddha); 2)
kemoralan (s7/a); 3) kemurahan hati (caga); dan 4) kebijaksanaan (pa#ifia).
Seseorang setelah mengumpulkan materi atau kekayaan, mempunyai
kewajiban baik bagi dirinya sendiri dan orang lain.. Jika kewajiban-kewajiban
ini telah terpenuhi, dapat dikatakan bahwa kesejahteraan materi telah
menunjang pertumbuhan spiritual.

B. SARAN

Berdasar deskripsi di atas, Penulis memberikan berbagai saran dalam
Upaya-upaya mewujudkan Kesejahteraan rakyat baik secara materi maupun
batin. Dalam hal ini saran-saran Penulis tujukan untuk pemerintah dan rakyat.
1. Saran untuk Pemerintah

Pemerintah hendaknya dapat mencanangkan program-program

pengentasan kemiskinan sebagai upaya mewujudkan Kesejahteraan
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Rakyatnya. Pemerintah harus kritis bahwa persoalan kemiskinan
merupakan masalah krusial yang dapat memberikan efek yang sangat luas.
Untuk itu, upaya-upaya dalam mewujudkan Kesejahteraan rakyat harus
benar-benar tepat sasaran, berdaya guna, tinggi dan menjangkau semua
kalangan dengan seadil-adilnya.
2. Saran untuk Rakyat

Rakyat diperkenankan untuk mengumpulkan kekayaan materi agar
kesejahteraan batinnya pun terpenuhi, asalkan cara-cara yang digunakan
sesuai dengan hukum dan ajaran agama. Buddha telah menunjukkan cara-
cara yang tepat dalam rangka mengumpulkan kekayaan. Oleh karena itu,
hendaknya sebagai umat Buddha dapat menerapkan apa yang telah
diajarkan oleh Buddha agar tercapai kesejahteraan secara materi dan

batin.
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